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Tentang  

Konstitusionalitas Sistematika Putusan Pemidanaan  
Pada Pengadilan Tingkat Pertama  

 
Pemohon : Erko Mojra. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara 
 

: Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, 
huruf h dan ayat (2) KUHAP dianggap bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 
Tanggal Putusan : Rabu, 29 Januari 2020. 
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon merupakan perorangan yang merasa dirugikan atas adanya putusan 
pemidanaan di pengadilan tingkat pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri 
Kasongan Nomor  99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 yang pada 
pokoknya menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana. Pemohon merasa dirugikan karena putusan tersebut dan 
merasa terhalangi haknya untuk mencari keadilan. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh 
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945, 
yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat 
(1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan 
Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan pengujian 
terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat 
(2) KUHAP namun dalam menguraikan alasan permohonannya, Pemohon tidak 
secara sistematis menjelaskan argumentasinya, khususnya terhadap alasan 
inkonstitusionalitas norma yang diajukan untuk diuji. Selain itu, dalam alasan 
permohonannya, Pemohon menguraikan secara panjang lebar mengenai kasus 
konkrit yang dialami Pemohon namun tidak menguraikan dengan jelas kaitan norma 
yang diajukan untuk diuji dengan kasus konkrit yang dialami Pemohon. Bahkan, 
Pemohon sejak awal telah menyatakan dalam permohonannya, bahwa permasalahan 
yang dihadapi oleh Pemohon adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh 
oknum dalam usaha menjadikan Pemohon sebagai tersangka. 
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Terhadap pokok permohonan Pemohon, dikaitkan dengan sistematika 
permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat 
(1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), yang pada 
pokoknya menyatakan permohonan harus dengan sistematika sebagai berikut: 
“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Pengujian undang-undang meliputi: a. 
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum 
pemohon yang berisi uraian tentang hak/dan atau kewenangan konstitusi pemohon 
yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk 
dilakukan pengujian, dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.” 

 Setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan 
apabila dikaitkan dengan aturan tersebut, telah ternyata permohonan Pemohon hanya 
memuat kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum serta petitum tanpa 
menyertakan alasan permohonan (fundamentum petendi atau posita). Tanpa adanya 
uraian mengenai alasan permohonan maka sebuah permohonan akan kehilangan 
landasan atau dasar argumentasi untuk menilai materi apa yang sesungguhnya 
dipersoalkan Pemohon. Terkait dengan uraian dan sistematika permohonan 
Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 
19 November 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk 
menguraikan dengan jelas mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa 
norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 
1945 dan mempersingkat uraian mengenai kasus konkrit yang dialami Pemohon, agar 
permohonan Pemohon dapat lebih fokus. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang 
diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, permohonan Pemohon tetap 
tidak jelas karena alasan permohonan bercampur dengan banyaknya uraian kasus 
konkrit yang dialami oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon tetap tidak menguraikan 
permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 
5 ayat (1) PMK 06/2005 termasuk tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan 
pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945 yang semestinya termuat 
dalam alasan permohonan (fundamentum petendi atau posita). Dengan demikian 
permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan 
Pemohon kabur maka kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut. 

Dengan demikian dalam amar putusan, Mahkamah mengadili menyatakan 
permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 

 


